GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERKEBUNAN DAN

Menimbang

Mengingat

PETERNAKAN PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu dilakukan
penataan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas
Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuc
huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan dan
Peternakan Provinsi Lampung;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011
tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerabh;



Menetapkan :

",

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN,
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

DAERAH PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI LAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.

3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi
Lampung.

S. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Lampung.

6. Dinas Daerah adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan
Provinsi Lampung.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas
Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.

8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang
Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan
ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB 11
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas
Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung, yaitu:

1. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan Kelas A;
2. UPTD Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Kelas A;
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UPTD Balai Benih dan Kebun Induk Kelas A;
UPTD Balai Inseminasi Buatan Kelas A;

UPTD Pembibitan Ternak Kambing Saburai Kelas A;
UPTD Pembibitan Ternak Sapi Kelas A; dan

UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan
Pakan Kelas A.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

UPTD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 4

UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan Pemerintahan yang
bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak
bersifat pembinaan, koordinasi atau sinkronisasi serta tidak berkaitan
langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

UPTD mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan
bidang tugasnya;

b. pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas sesuai dengan bidangnya; dan

c. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan pada UPTD.

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu

UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan
Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 5

UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas
melaksanakan pemantapan dan penerapan teknologi perlindungan tanaman
perkebunan spesifik lokal, pengamatan dan peramalan Organisme
Penganggu Tumbuhan (OPT), pengendalian dan penanggulangan eksplosi
OPT, analisis ambang toleransi pengendalian akibat Organisme Penganggu
Tumbuhan (OPT)/fenomena iklim, pengembangan dan pelestarian Musuh
Alami (MA), penanganan gangguan usaha pekebunan, pembinaan terhadap
penggunaan pestisida nabati.
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(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD
Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan, mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan tanaman perkebunan
berdasarkan ketentuan yang berlaku;

b. pelakganaan pengamatan, peramalan, pengendalian, dan penanggulangan
Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT)/fenomena iklim dan gangguan
usaha perkebunan;

c. pelaksanaan uji laboratorium, uji lapangan dan kegiatan pelindungan
tanaman perkebunan;

d. pelaksanaan uji ambang toleransi pengendalian dan analisis
kerusakan/kerugian akibat serangan Organisme Penganggu Tumbuhan
(OPT)/fenomena iklm;

e. pelaksanaan bimbingan teknis perlindungan tanaman perkebunan
kepada satuan brigade proteksi, petugas pengamat Organisme Penganggu
Tumbuhan (OPT)/Unit Pembinaan Perlindungan Tanaman (UPPT) dan
petani;

pembinaan terhadap pengguna pestisida nabati;

g. pelestarian dan pengembangan Musuh Alami (MA) dan pestisida nabati;
dan

h. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 6
(1) Susunan Organisasi UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan, terdiri
dari:
a. Kepalas;

b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu
Tumbuhan;

d. Seksi Pengendalian Hama Terpadu Organisme Pengganggu Tumbuhan
Tanaman Perkebunan; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian Tata Usaha secbagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b,
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan huruf d,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(5) Bagan Organisasi UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.
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Paragraf 3
Uraian Tugas

Pasal 7

(1) Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas

(2)

memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas
sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan
Peternakan Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan

ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan rumah tangga
UPTD.

Seksi Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu
Tumbuhan mempunyai tugas:

a. melaksanakan identifikasi, pengamatan, peramalan, rekomendasi teknik
pengendalian dan penanggulangan akibat Organisme Pengganggu
Tumbuhan (OPT)/fenomena iklim;

b. melaksanakan uji ambang pengendalian dan analisis kerusakan atau.
kerugian akibat Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT)/fenomena iklim;

c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan inventarisasi laporan hasil
pengamatan dari Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT)/Unit Pembinaan
Perlindungan Tanaman (UPPT);

d. menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis perlindungan
tanaman kepada petani, pekebun, regu proteksi, dan para petugas
Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT)/Unit Pembinaan Perlindungan
Tanaman (UPPT);

e. melaksanakan pengendalian OPT di wilayah binaan Unit Pembinaan
Perlindungan Tanaman (UPPT) melalui Bimbingan Teknis dan Penerapan
Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT); dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengendalian Hama Terpadu Organisme Pengganggu Tumbuhan
Tanaman Perkebunan mempunyai tugas:

a. menyelenggarakan pengelolaan Laboratorium Lapangan (LL);

b. melaksanakan wuji laboratortum dan wuji lapangan terhadap kegiatan
tanaman perkebunan,;

c. menyelenggarakan identifikasi, uji laboratorium, dan uji lapang terhadap
musuh alami (MA) Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) dan pestisida
nabati;

d. melaksanakan pengembangan agensia hayati dan pestisida nabati;

e. melaksanakan eksplorasi, perbanyakan dan pelestarian musuh alami
(MA);
melaksanakan koleksi tanaman pestisida nabati dan musuh alami (MA);

g. melaksanakan pengelolaan Laboratorium Utama Pengendalian Hayati
(LUPH}; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Bagian Kedua

UPTD Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih
Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

UPTD Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi

Lampung di bidang teknis operasional pengawasan dan pengujian mutu
benih.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD
Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih, mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengawasan benih tanaman
perkebunan;

b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional sertifikasi mutu benih tanaman
perkebunan;

c. pelaksanaan sertifikasi kebun sumber benih tanaman perkebunan;
d. pelaksanaan secrtifikasi benih/bibit tanaman perkebunan;

e. pelaksanaan pengawasan penangkaran sumber benih dan pembibitan
tanaman,

pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan

g. pemberian bantuan pelaksanaan penegakan hukum di bidang perbenihan
perkebunan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi
Pasal 9

Susunan Organisasi UPTD Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih,
terdiri dari:

Kepala;

Sub Bagian Tata Usaha,

Seksi Pengawasan;

Seksi Pengujian; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

a0 op

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan huruf d,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
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(5) Bagan Organisasi UPTD Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih

(1)

(2)

(4)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini. '

Paragraf 3
Uraian Tugas

Pasal 10

Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih mempunyai
tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas
sesuai kebijakan yang ditetapkan Oleh Kepala Dinas Perkebunan dan
Peternakan Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan
ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan rumah tangga

LETD.

Seksi Pengawasan mempunyai tugas:

a. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengawasan dan penelitian
terhadap izin usaha produksi benih tanaman perkebunan;

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengawasan dan pemeriksaan
terhadap peredaran benih/bibit tanaman perkebunan;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengawasan dan pemeriksaan
terhadap kebun sumber benih tanaman perkebunan;

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi sumber benih tanaman
perkebunan;

e. membantu melaksanakan penegakan hukum di bidang pembenihan
perkebunan;

f. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman
perbenihan serta pemantauan benih impor di wilayah provinsi;

g. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan peredaran benih perkebunan
antar kabupaten/kota;

h. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi
Pengawasan; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengujian mempunyai tugas:

a. melaksanakan dan menyiapkan bahan pedoman terhadap permohonan
izin usaha produksi benih tanaman perkebunan;

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penelitian dan pemeriksaan
terhadap permohonan izin usaha produksi benih tanaman perkebunan;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengujian laboratorium dan atau
pengujian lapangan terhadap permohonan sertifikasi benih/bibit
perkebunan;

d. melaksanakan dan menyiapkan penilaian dan pemeriksaan terhadap
permohonan sertifikasi benih/bibit tanaman perkebunan;

e. melaksanakan dan menyiapkan bahan penilaian dan pengujian lapangan
dalam rangka menghasilkan varietas unggul;

f. melaksanakan dan menyiapkan bahan lapcran kegiatan Seksi Pengujian;
dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Bagian Ketiga

UPTD Balai Benih dan Kebun Induk
Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

UPTD Balai Benih dan Kebun Induk mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung di
bidang penyiapan dan pelayanan penyaluran benih/bibit unggul bermutu
dan bersertifikat, penerapan teknologi anjuran, pengelolaan sumber benih

(kebun induk, kebun entres dan kebun perbanyakan) pengembangan
informasi teknologi, pengelolaan kebun percontohan, serta kerjasama
pengelolaan lahan dan kebun dengan petani atau pihak lain.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD
Balai Benih dan Kebun Induk, mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan teknis perkebunan di bidang penyiapan benih
bibit unggul, penerapan teknologi anjuran, pengelola sumber benih kebun
induk, kebun entres dan kebun perbanyakan serta pengelolaan kebun
dan percontohan;

b. perencanaan dan pengelolaan (pembangunan, pemeliharaan dan
pengembangan) kebun dan lahan yang merupakan aset Dinas
Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung;

c. pelaksanaan pengelolaan lahan kebun dan pengembangan tanaman
perkebunan bagi masyarakat pekebun;

d. pelaksanaan dalam penyediaan dan penyaluran benih/bibit perkebunan;
dan

e. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 12
Susunan Organisasi UPTD Balai Benih dan Kebun Induk, terdiri dari:
Kepala;
Sub Bagian Tata Usaha;
Seksi Pengelolaan Kebun dan Laboratorium Kultur Jaringan; dan
Seksi Pengembangan dan Kerjasama; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

po T

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan huruf d,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
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Bagan Organisasi UPTD Balai Benih dan Kebun Induk sebagaimana

tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Paragraf 3
Uraian Tugas

Pasal 13

Kepala UPTD Balai Benih dan Kebun Induk mempunyai tugas memimpin,
mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai kebijakan
yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi
Lampung serta kKetentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan
ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan rumah
tangga UPTD Balai Benih dan Kebun Induk.

Seksi Pengelolaan Kebun dan Laboratorium Kultur Jaringan mempunyai

tugas:

a. melaksanakan dan menyiapkan bahan perencanaan pengelolaan, kebun
yang akan dibangun dan sudah dibangun (kebun induk, kebun entres,
dan kebun produksi) dan Laboratorium Kultur Jaringan;

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penerapan teknis anjuran pada
pengelolaan lahan dan kebun;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelayanan penyaluran benih
(biji/entres/stek/sulur dan produksi kebun lainnya) pada lahan dan
kebun UPTD Balai Benih dan Kebun Induk dan pemenuhan kebutuhan
konsumen/pekebun;

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan Kkegiatan pada pengelolaan lahan dan kebun yang sudah
dibangun;

e. menyelenggarakan pengelolaan Laboratorium Kultur Jaringan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengembangan dan Kerjasama mempunyai tugas:

a. melaksanakan dan menyiapkan bahan perencanaan pembangunan lahan
dan pengembangan kebun (kebun induk, kebun entres, kebun perbanyak,
pembibitan dan kebun produksi) serta mengadakan perencanaan
kerjasama kemitraan dengan petani atau pihak lain yang saling
menguntungkan;

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penerapan dan pengujian teknis
pada pembangunan lahan, pengembangan kebun dan pembibitan
tanaman perkebunan;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyaluran bibit tanaman
perkebunan, pelayanan pengujian, kerjasama kemitraan, pembelajaran
dan penyuluhan pada masyarakat;

d. melaksanakan pengembangan informasi teknologi benih dar bibit
tanaman perkebunan;

e. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pada pembangunan lahan, pengembangan kebun dan
pembibitan tanaman perkebunan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Bagian Keempat

UPTD Balai Inseminasi Buatan
Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 14

UPTD Balai Inseminasi Buatan mempunyai tugas pokok melaksanakan

kegiatan teknis produksi, distribusi, pemasaran mani beku dan penyediaaan
sarana prasarana Balai Inseminasi Buatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD
Balai Inseminasi Buatan, mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan teknis pengelolaan ternak sapi pejantan unggul (bull) dan
ternak kambing pejantan unggul (buck);

pelaksanaan teknis pengelolaan hijauan pakan ternak;
pelaksaanan tenis pengelolaan produksi mani beku;
pelaksanaan teknis pengelolaan distribusi dan pemasaran mani beku;

o oo o

pelaksanaan teknis pengelola sarana dan prasarana Balai Inseminasi
Buatan;

pelaksanaan teknis aplikasi transfer embrio pada ternak;

]

g. pelaksanaan teknis pengelolaan pelatihan inseminator, pemeriksanaan
kebuntingan (PKB) dan Asisten Teknis Reproduksi (ATR); dan

h. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 15

Susunan Organisasi UPTD Balai Inseminasi Buatan, terdiri dari:
Kepala;

Sub bagian Tata Usaha;

Seksi Sarana dan Prasarana;

Seksi Produksi dan Distribusi; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

a o op

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan huruf d,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagan Organisasi UPTD Balai Inseminasi Buatan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
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Paragraf 3
Uraian Tugas

Pasal 16

(1) Kepala UPTD Balai Inseminasi Buatan mempunyail tugas memimpin,
mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai kebijakan
yang ditetapkan Oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi
Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
meliputi:

N N I

I

mi.

n.

merumuskan rencana strategis UPTD;
merumuskan program dan kegiatan UPTD ;
merumuskan Rencana Kinerja Tahunan UPTD;
merumuskan Rencana Operasional Kegiatan UPTD;
merumuskan kebijakan penyelenggaraan UPTD;

menyusun kebijakan ketatausahaan, produksi dan distribusi mani beku,
sarana dan prasarana Inseminasi Buatan guna peningkatan produktifitas
dan pengembangan peternakan di Provinsi Lampung;

memfasilitasi Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam hal distribusi mani
beku, sarana dan prasarana Inseminasi Buatan;

merumuskan rekomendasi Gubernur tentang distribusi mani beku, sarana
dan prasarana Inseminasi Buatan berdasarkan hasil kajian usulan
kabupaten dan kota se Provinsi Lampung;

melaksanakan pembina penyelenggaraan penataan distribusi mani beku,
sarana dan prasarana Inseminasi Buatan;

merumuskan penetapan kinerja tahunan UPTD;

. merumuskan bahan penetapan kebijakan pimpinan untuk distribusi mani

beku, sarana dan prasarana Inseminasi Buatan berdasarkan kriteria dan
ketentuan yang berlakuy;

mengkoordinasikan penetapan kinerja UPTD;
melaporkan akuntabilitas kinerja UPTD; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan
ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perericanaan, penatausahaan aset
dan rumah tangga UPTD, meliputi:

a.

b.

3

melaksanakan dan menyiapkan bahan keperluan kegiatan ketatausahaan
dan administrasi umum UPTD;

menyusun rencana tahunan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Provinsi Lampung dari hasil kegiatan pembibitan ternak;

menyiapkan laporan bulanan, target dan realisasi penerimaan PAD
Provinsi Lampung dari UPTD;

menyiapkan data/informasi harga satuan barang/peralatan yang
diperlukan bagi penyusun rencana anggaran pembiayaan Kkegiatan
pembibitan ternak;

membantu memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan
(verifikasi diinternal UPTD);

menyiapkan laporan realisasi fisik keuangan kegiatan UPTD;
melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan kepegawaian;

mengumpulkan, mengolah, mentabulasikan dan membukukan data dan
informasi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi UPTD (dalam
bentuk UPTD dalam angka);
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. menyiapkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) UPTD;
j. menyiapkan dokumentasi Rencana Kerja (Renja) tahunan UPTD;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan fungsional
proyek secara berkala, bulanan/triwulan/semester/tahunan;

. menyiapkan laporan semester/tahunan deskripsi hasil evaluasi
pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;

m. melaksanakan penatausahaan aset UPTD; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menylapkan bahan dan
pembinaan Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan, merencanakan
program dan  kegiatan, menata, membina, mengkoordinasikan,
mengevaluasi, serta memfasilitasi pemerintah Kabupaten dan Kota dalam
rangka pembinaan Seksi Sarana dan Prasarana berdasarakan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku, meliputi:

a. menyiapkan bahan pembinaan sapras inseminasi Buatan;

b. menyiapkan bahan pembinaan wuji lapangan, penerapan dan
pengembangan teknologi anjuran dibidang peternakan yang berkaitan
Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan;

c. menylapkan bahan penerbitan surat kewenangan sebagai petugas
Inseminasi Buatan, pemeriksa kebuntingan, embrio transfer, selector, dan
pengawas mutu bibit ternak;

d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman standarisasi Sarana dan
Prasarana Inseminasi Buatan;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan
Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan,;

f. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana
Inseminasi Buatan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Produksi dan Distribusi mempunyai tugas menyiapkan bahan

pembinaan produksi dan distribusi, merencanakan program dan kegiatan,

menata, membina, mengkoordinasikan, mengevaluasi, serta memfasilitasi

pemerintah Kabupaten dan Kota dalam rangka produksi dan distribusi ani
beku berdasarakan Praturan Perundang-Undangan yang berlaku, meliputi:

a. menyiapkan bahan pembinaan pengawasan dan pemeriksaan produksi
dan distribusi mani beku;

b. menyiapkan bahan pemeliharaan bull dan buck penghasil mani beku;
c. menyiapkan bahan pembinaan uji lapangan, penerapan dan
pengembangan teknologi produksi dan distribusi mani beku;

d. menyiapkan bahan pembinaan penetapan penyusunan standar mutu
produksi dan distribusi mani beku;

e. menginventarisasi bahan  produksi dan distribusi mani beku serta
mendistribusikan dan memasarkan mani belku;

f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan produksi dan
distribusi mani beku;
g. menyiapkan, merencanakan produksi dan distribusi mani bekuy;

2

menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan produksi dan distribusi mani
beku; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Bagian Kelima

UPTD Pembibitan Ternak Kambing Saburai
Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 17

UPTD Pembibitan Ternak Kambing Saburai mempunyai tugas perbanyakan,
penyebaran, pengujian ternak kambing.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD
Pembibitan Ternak Kambing Saburai, mempunyai fungsi:

penyusunan program dan kegiatan pembibitan ternak kambing;
pelaksanaan perbanyakan dan penyebaran bibit unggul ternak kambing;
pelaksanaan pengujian mutu bibit ternak kambing;

pemantauan dan evaluasi hasil pembibitan ternak kambing; dan
pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

o a0 TP

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 18

Susunan Organisasi UPTD Pembibitan Ternak Kambing Saburai, terdiri dari:
Kepala;

Sub Bagian Tata Usaha;

Seksi Pelayanan Teknis;

Seksi Distribusi dan Pemasaran; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

&N g

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan huruf d,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagan Organisasi UPTD Pembibitan Ternak Kambing Saburai sebagaimana

tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Paragraf 3
Uraian Tugas
Pasal 19

Kepala UPTD Pembibitan Ternak Kambing Saburai mempunyai tugas
memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas
sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan
Peternakan Provinsi Lampung, serta ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, meliputi:

a. merumuskan rencana strategis UPTD;

b. merumuskan program dan kegiatan UPTD;
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menetapkan Rencana Kinerja Tahunan UPTD;

menetapkan Rencana Operasional Kegiatan UPTD;

merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan UPTD;

menyusun kebijakan UPTD guna peningkatan produktifitas dan
pengembangan peternakan di wilayah Provinsi Lampung;
mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan pembibitan ternak
Kambing;

mengkoordinasi pelaksanaan pemuliaan ternak Kambing

mengkoordinasi pelaksanaan perbanyakan bibit ternak;
mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian mutu bibit ternak;
mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi bibit ternak;

mengkoordinasikan pelaksanaan penyebaran dan pemasaran bibit ternak
Kambing;

. mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan teknis pembibitan/pemuliaan

ternak;

mengkoordinasikan pelaksanaan urusan ketatausahaan;
mengkoordinasikan Penetapan Kinerja UPTD; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan
ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan, penatausahaan aset
dan rumah tangga UPTD, meliputi:

a.

b.

m.

n.

melaksanakan dan menyiapkan bahan keperluan kegiatan ketatausahaan
dan administrasi umum UPTD;

menyusun rencana tahunan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Provinsi Lampung dari hasil kegiatan pembibitan ternak;

. menyiapkan laporan bulanan, target dan realisasi penerimaan PAD

Provinsi Lampung dari UPTD;

. menyiapkan data/informasi harga satuan barang/peralatan yang

diperlukan bagi penyusun rencana anggaran pembiayaan kegiatan
pembibitan ternak;

. membantu memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan

(verifikasi diinternal UPTD);

menyiapkan laporan realisasi fisik keuangan kegiatan UPTD;
melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan kepegawaian;
mengumpulkan, mengolah, mentabulasikan dan membukukan data dan
informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi UPTD;

menyiapkan dokumen Rencana Strategis UPTD;

menyiapkan dokumentasi Rencana Kerja Tahunan UPTD;

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan fungsional
proyek secara berkala, bulanan/triwulan/semester/tahunan;

menyiapkan laporan semester/tahunan deskripsi hasil evaluasi
pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;

Penatausahaan aset UPTD; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas menyiapkan bahan pengujian
mutu bibit ternak dan bahan baku ternak, pembinaan produksi berbasis
sumberdaya lokal, perbanyakan dan distribusi bibit unggul ternak kambing

dan bibit hijanan, memfasilitasi pengembangan kawasan perbibitan ternak
kambing, meliputi:

a.

menyiapkan bahan/perlengkapan dan pemberian tanda identitas individu
ternak;



-15-

b. melaksanakan pengukuran dan pencatatan (recording) kegiatan pemuliaan
ternak, silsilah (pedigree) dan status kesehatan individu ternak;

c. melaksanakan penilaian, standarisasi dan menyiapkan bahan Sertifikasi /
Surat Keterangan Ternak Bibit;

d. melakukan pengelolaan pakan ternak dan hijauan pakan ternak;

€. menyiapkan/menyusun petunjuk teknis operasional pembibitan dan
produksi hijauan makanan ternak;

f. melaksanakan pembinaan teknis operasional pemuliaan ternak {seleksi
bibit, sistem perkawinan, metode pemuliaan, uji performance, uji zuriat,
recording, dll) kepada kelompok masyarakat penangkar bibit ternak;

menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Teknis;

A

melaksanakan bimbingan teknis pemeliharaan, produksi dan pemuliaan
bibit ternak unggul;

i. melaksanakan pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, dan
pelaksanaan diagnosa penyakit ternak; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Seksi Distribusi dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyebaran
dan distribusi hasil produksi bibit ternak unggul, merencanakan program

dan kegiatan distribusi dan pemasaran, menata, membina,
mengkoordinasikan, mengevaluasi, serta memfasilitasi pemerintah
kabupaten dan kota dalam rangka distribusi dan pemasaran ternak unggul,
meliputi:

a. memberikan informasi, dokumentasi, penyebaran, distribusi dan
pemasaran hasil produksi bibit ternak unggul,;

b. menyiapkan bahan untuk penyusunan sertifikat ternak layak bibit;

c. merekomendasikan penjualan ternak bibit/tidak layak bibit yang
diproduksi UPTD;

d. melaksanakan penjaringan ternak unggul yang ada di peternak;

e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan distribusi dan
pemasaran;

menyiapkan, merencanakan distribusi dan pemasaran;
menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan distribusi dan pemasaran,

5 @

melaksanakan distribusi/redistribusi/pemasaran bibit induk/bibit sebar
ternak kepada kelompok masyarakat/konsumen;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama teknis operasional
antara UPTD dengan kelompok masyarakat penangkar bibit ternak melalui
penyebaran dan pengembangan ternak pola gaduhan dikawasan
pembibitan ternak yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam
UPTD Pembibitan Ternak Sapi
Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 20

(1) UPTD Pembibitan Ternak Sapi mempunyai tugas perbanyakan, penyebaran,
pengujian ternak sapi.
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Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD
Pembibitan Ternak Sapi, mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan kegiatan pembibitan ternak sapi;
pelaksanaan perbanyakan dan penyebaran bibit unggul ternak sapi;
pelaksanaan pengujian mutu bibit ternak sapi;

pemantauan dan evaluasi hasil pembibitan ternak sapi; dan
pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

P pE D

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 21

Susunan Organisasi UPTD Pembibitan Ternak Sapi, terdiri dari:
Kepala;
Sub Bagian Tata Usaha,;

Sekst Pelayanan Teknis;

po o

Seksi Distribusi dan Pemasaran; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan huruf d,

masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagan Organisasi UPTD Pembibitan Ternak Sapi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Uraian Tugas

Pasal 22

Kepala UPTD Pembibitan Ternak Sapi mempunyai tugas memimpin,
mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai kebijakan
yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi
Lampung, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
meliputi:

a. merumuskan rencana strategis UPTD;

b. merumuskan program dan kegiatan UPTD;

c. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan UPTD;

d. menetapkan Rencana Operasional Kegiatan UPTD;

e

f.

. merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan UPTD;
menyusun kebijjakan UPTD guna peningkatan produktifitas dan
pengembangan peternakan di Provinsi Lampung;
g. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan pembibitan ternak
sapi;



(2)

~ i

h. mengkoordinasi pelaksanaan pemuliaan ternak sapi;

1. mengkoordinasi pelaksanaan perbanyakan bibit ternak;

j. mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian mutu bibit ternak;

k. mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi bibit ternak;

| mer}gkoordinasikan pelaksanaan penyebaran dan pemasaran bibit ternak
sapi;

m. mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan teknis pembibitan /pemuliaan
ternak;

n. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan ketatausahaan;

o. mengkoordinasikan penetapan kinerja UPTD; dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan
ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan, penatausahaan aset
dan rumah tangga UPTD, meliputi:

a. melaksanakan dan menyiapkan bahan keperiuan kegiatan ketatausahaan
dan administrasi umum UPTD;

b. menyusun rencana tahunan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Provinsi Lampung dari hasil kegiatan pembibitan ternak;

c. menyiapkan laporan bulanan, target dan realisasi penerimaan PAD
Provinsi Lampung dari UPTD;

d. menyiapkan data/informasi harga satuan barang/peralatan yang
diperlukan bagi penyusun rencana anggaran pembiayaan kegiatan
pembibitan ternak;

e. membantu memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan
(verifikasi diinternal UPTD);

f. menyiapkan laporan realisasi fisik keuangan kegiatan UPTD,;

g. melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan kepegawaian;

h. mengumpulkan, mengolah, mentabulasikan dan membukukan data dan
informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi UPTD;

i. menyiapkan dokumen Rencana Strategis UPTD;
j. menyiapkan dokumentasi Rencana Kerja Tahunan UPTD;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan fungsional
proyek secara berkala, bulanan/triwulan/semester/tahunan;

l. menyiapkan laporan semester/tahunan deskripsi hasil evaluasi
pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;

m. Penatausahaan aset UPTD; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas menyiapkan bahan pengujian

mutu bibit ternak dan bahan baku ternak, pembinaan produksi berbasis

sumberdaya lokal, perbanyakan dan distribusi bibit unggul ternak sapi dan

bibit hijauan, memfasilitasi pengembangan kawasan perbibitan ternak sapi,

meliputi:

a. menyiapkan bahan/perlengkapan dan pemberian tanda identitas individu
ternak;

b. melaksanakan pengukuran dan pencatatan (recording) kegiatan pemuliaan
ternak, silsilah (pedigree) dan status kesehatan individu ternak;

c. melaksanakan penilaian, standarisasi dan menyiapkan bahan Sertifikasi/
Surat Keterangan Ternak Bibit;

d. melakukan pengelolaanpakan ternak dan hijauan pakan ternak;
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e. menyiapkan/menyusun petunjuk teknis operasional pembibitan dan
produksi hijauan makanan ternak;

f. melaksanakan pembinaan teknis operasional pemuliaan ternak (seleksi
bibit, sistem perkawinan, metode pemuliaan, uji performance, uji zuriat,
recording, dll) kepada kelompok masyarakat penangkar bibit ternak;

g. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Teknis;

h. melaksanakan bimbingan teknis pemeliharaan, produksi dan pemuliaan
bibit ternak unggul;

i. melaksanakan pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, dan
pelaksanaan diagnosa penyakit ternak; dan

J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Seksi Distribusi dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyebaran
dan distribusi hasil produksi bibit ternak unggul, merencanakan program
dan kegiatan distribusi  dan pemasaran, menata, membina,
mengkoordinasikan, mengevaluasi, serta memfasilitasi pemerintah
kabupaten dan kota dalam rangka distribusi dan pemasaran ternak unggul,
meliputi:

a. memberikan informasi, dokumentasi, penyebaran, distribusi dan
pemasaran hasil produksi bibit ternak unggul;

b. menyiapkan bahan untuk penyusunan sertifikat ternak layak bibit;

c. merekomendasikan penjualan ternak bibit/tidak layak bibit yang
diproduksi UPTD;

d. melaksanakan penjaringan ternak unggul yang ada di peternak;

e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan distribusi dan
pemasaran;

f. menyiapkan, merencanakan distribusi dan pemasaran;
menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan distribusi dan pemasaran;
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melaksanakan distribusi/redistribusi/pemasaran bibit induk/bibit sebar
ternak kepada kelompok masyarakat/konsumen,

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama teknis operasional
antara UPTD dengan kelompok masyarakat penangkar bibit ternak melalui
penyebaran dan pengembangan ternak pola gaduhan dikawasan
pembibitan ternak yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh

UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner
dan Pakan Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan
Provinsi Lampung

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

(1) UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan
Pakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan
dan Peternakan Provinsi Lampung di bidang teknis operasional pelayanan
kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan klinik hewan serta
laboratorium pakan.
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Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD
Laboratorium Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan
Pakan, mempunyai fungsi:

a. penyusunan program, rencana kerja dan kegiatan pelayanan kesehatan
hewan, kesehatan masyarakat veteriner, klinik hewan dan laboratorium
pakan serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;

b. pengkoordinasian kegiatan pelayanan kesehatan hewan, kesehatan
masyarakat veteriner, klinik hewan dan laboratorium pakan;

c. pengkoordinasian pelaksanaan pengujian mutu kesehatan hewan dan
pakan;

d. pengkoordinasian pelaksanaan sertifikasi kesehatan hewan dan pakan,;

e. pengkoordinasian pelaksanaan pelatihan teknis pelayanan kesehatan
hewan, kesehatan masyarakat veteriner, klinik hewan dan laboratorium
pakan; dan

f. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 24

Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan, Kesehatan

Masyarakat Veteriner dan Pakan, terdiri dari:

a. Kepala

b. Sub Bagian Tata Usaha,;

c. Seksi Laboratorium Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Viteriner
dan Klinik Hewan;

d. Seksi Laboratorium Pakan; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan huruf d,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
Bagan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan, Kesehatan
Masyarakat Veteriner dan Pakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Uraian Tugas
Pasal 25

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat
Veteriner dan Pakan mempunyai tugas memimpin, merumuskan rencana
strategis, program dan kegiatan UPTD, menata, membina, mengarahkan,
mengkoordinasikan, mengevaluasi, mengendalikan penyelenggaraan urusan
pemerintahan terkait tugas teknis pelayanan kesehatan hewan, kesehatan
masyarakat veteriner, klinik hewan dan pakan, serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, meliputi:

a. merumuskan rencana strategis UPTD;

b. merumuskan program dan kegiatan UPTD;
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menetapkan Rencana Kinerja Tahunan UPTD;
. menetapkan Rencana Operasional Kegiatan UPTD;
merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan UPTD;
menyusun kebijakan UPTD guna peningkatan produktifitas dan
pengembangan peternakan di Provinsi Lampung;

g. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan pelayanan
keschatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, klinik hewan dan
laboratorium pakan;

h. mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian mutu kesehatan hewan,
kesehatan masyarakat veteriner, klinik hewan dan pakan;

1. mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi kesehatan hewan, kesehatan
masyarakat veteriner, klinik hewan dan pakan;

J. mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan teknis pelayanan kesehatan
hewan, kesehatan masyarakat veteriner, klinik hewan dan pakan;

k. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan ketatausahaan;

. mengkoordinasikan penetapan kinerja UPTD; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

"o Ao

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan

ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan, penatausahaan aset

dan rumah tangga UPTD, meliputi:

a. melaksanakan dan menyiapkan bahan keperluan kegiatan ketatausahaan
dan administrasi umum UPTD;

b. menyusun rencana tahunan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Provinsi Lampung dari hasil kegiatan UPTD;

c. menyiapkan laporan bulanan, target dan realisasi penerimaan PAD
Provinsi Lampung dari UPTD;

d. menyiapkan data/informasi harga satuan barang/peralatan yang
diperlukan bagi penyusun rencana anggaran pembiayaan kegiatan UPTD;

e. membantu memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan
(verifikasi diinternal UPTD);

f. menyiapkan laporan realisasi fisik keuangan kegiatan UPTD;

g. melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan kepegawaian;

h. mengumpulkan, mengolah, mentabulasikan dan membukukan data dan
informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi UPTD;

1. menyiapkan dokumen Rencana Strategis UPTD;

j- menyiapkan dokumentasi Rencana Kerja Tahunan UPTD;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan fungsional
proyek secara berkala, bulanan/triwulan/semester/tahunan;

l. menyiapkan laporan semester/tahunan deskripsi hasil evaluasi
pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;

m. Penatausahaan aset UPTD; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Laboratorium Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Viteriner dan
Klinik Hewan mempunyai tugas melaksanakan operasional laboratorium
kesehatan hewan serta melakukan pelayanan pemeriksaan, pengujian dan
proses sertifikasi keamanan dan mutu kesehatan hewan, meliputi,

a. melaksanakan dan menyiapkan bahan perencanaan dan penyelenggaraan
operasional Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner dan Klinik Hewan;

b. melaksanakan pelayanan di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner;

c. melaksanakan pengambilan, pemeriksaan, identifikasi specimen dalam
rangka peneguhan diagnosa penyakit hewan;
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d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan laboratorium
kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

e. melaksanakan pelayanan pengujian mutu produk pangan asal hewan dan
mutu produk non pangan asal hewan;
f. melaksanakan urusan ketatausahaan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Seksi Laboratorium Pakan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan

(1)

(2)

(1)

(1)

pemeriksaan, pengujian dan proses sertifikasi mutu dan keamanan pakan

ternak, meliputi:

a. melaksanakan dan menyiapkan bahan perencanaan dan penyelenggaraan
operasional Laboratorium Pakan;

b. melaksanakan pengelolaan pengambilan, penerimaan, pendistribusian dan
pengujian laboratorium terhadap sampel pakan/bahan baku pakan ternak
vang akan diuji secara laboratorium;

c. melayani teknis kegiatan pemeriksaan dan pengujian mutu dan keamanan
pakan ternak;

d. melaksanakan penyusunan dan analisa hasil pengujilan mutu

pakan/bahan baku pakan ternak;

melaksanakan dukungan pengawasan mutu dan keamanan pakan ternak;
melaksanakan pemberian sertifikat mutu dan keamanan pakan ternak;
melaksanakan bimbingan teknis mutu dan keamanan pakan ternak;

. melaksanakan penyebaran informasi mutu dan keamanan pakan ternak;

melaksanakan urusan ketatausahaan; dan

SR o

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV
JABATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
Pasal 26

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A, merupakan jabatan eselon Illb
atau jabatan administrator.

Kepala sub bagian dan kepala scksi pada Unit Pclaksana Teknis Dacrah
kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 27

Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan
Pemerintahan yang ditangani.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 28

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di
lingkungan masing-masing.
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(3) Kepala UPTD pertanggllngjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan
dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahan.

(4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap
menduduki  jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan
ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur
Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini lebih lanjut
diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi
Lampung setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

Pasal 32
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya calam Berita Daerah Provinsi
Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 Juli 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, Salinan sesuaj‘ dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

4

ttd
.
Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si.
Pembina Utama Madya ZULFIKAR, SH, MH

Pembina Utama Muda
.19640209 198903 1 008
NIP.1964020 NIP. 19680428 199203 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR ........



UPTD DINAS PERKEBUNAN DAN LAMPIRAN 1 : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
PETERNAKAN PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 49 TAHUN 2018
TANGGAL : 12 JULI 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN

KEPALA
Sub Bagian
Tata Usaha
Seksi Seksi
Pengendalian Hama
Data & Kelembagaan Terpadu OFT Tangman
OPT Perkebunan

Kelompok Jabatan
Fungsional

GUBERNUR LAMPUNG,
ttd
M. RIDHO FICARDO

Salinan sesudi dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

/

ZULFI ., SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003
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UPTD DINAS PERKEBUNAN DAN LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
PETERNAKAN PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 49 TAHUN 2018
TANGGAL : 12 JULL 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGUJIAN MUTU BENIH

| KEPALA

Sub Bagian
Tata Usaha

Seksi Seksi
Pengawasan Pengujian

Kelompok Jabatan
Fungsional

|

GUBERNUR LAMPUNG,
ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuak dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

</

ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003




UPTD DINAS PERKEBUNAN DAN LAMPIRAN 11l : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNC
PETERNAKAN PROVINSI LAMPUNG NOMOR  : 49 TAHUN 201¢
TANGGAL _: 12 JULI _201¢

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI BENIH DAN KEBUN INDUK

} KEPALA

Sub Bagian
Tata Usaha
Seksi ’ " Seksi
Pengelolaan Kebun & | \ Pengembangan
’ Lab.Kultur Jaringan | | dan Kerjasama
Kelompok Jabatan
Fungsional

GUBERNUR LAMPUNG,
ttd

M. RIDHO FICARDO
Salinan sesua) dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

-

ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003
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UPTD DINAS PERKEBUNAN DAN LAMPIRAN IV: PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
PETERNAKAN PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 49 TAHUN 2018
TANGGAL : 12 JULI 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN

KEPALA
\
Sub Bagian
Tata Usaha
Seksi Seksi
Sarana dan Produksi dan
Prasarana B Distribusi |
Kelompok Jabatan
Fungsional
—
| |
GUBERNUR LAMPUNG,
ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuaj dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

v

ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003
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UPTD DINAS PERKEBUNAN DAN LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR LAMPIUNG

PETERNAKAN PROVINSI LAMPUNG

NOMOR

TANGGAL

49 TAHUN 2018
12 JULL 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

UPTD PEMBIBITAN TERNAK KAMBING SABURAI

KEPALA
|
Sub Bagian
Tata Usaha
Seksi . Seksi_
Pelayanan Teknis Distribusi dan
Pemasaran

Kelompok Jabatan
Fungsional

[ ]

—

|

Salinan sesua‘j dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

v

ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO
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UPTD DINAS PERKEBUNAN DAN LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
PETERNAKAN PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 49 TAHUN 2018
TANGGAL 12 JULI 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PEMBIBITAN TERNAK SAPI

r
L KEPALA

Sub Bagian
Tata Usaha

[ )

\ Seksi ~ Seksi

Distribusi dan
Pemasaran

\ Pelayanan Teknis

Kelompok Jabatan |
Fungsional

]
-

GUBERNUR LAMPUNG,
ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesugi dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

v

ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003
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UPTD DINAS PERKEBUNAN DAN LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
PETERNAKAN PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 49 TAHUN 2018
TANGGAL _: 12 JULI 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER DAN PAKAN

KEPALA
\ Sub Bagian
1 Tata Usaha
Seksi Laboratorium Seksi
Kesehatan Hewan, Kesehatan Laboratorium
Maasyarakat Veteriner dan Paka
Klinik Hewan axan

Kelompok Jabatan
Fungsional

GUBERNUR LAMPUNG,
ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

v
ZULFIKAR, SH, MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003



